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Definisi Umum
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Pedagang Emas Perhiasan adalah Pengusaha yang melakukan kegiatan jual beli Emas

Perhiasan dan/atau penyerahan jasa yang terkait dengan Emas Perhiasan.

Emas Perhiasan adalah perhiasan dalam bentuk apa pun yang bahannya sebagian atau

seluruhnya dari emas, termasuk yang dilengkapi dengan batu permata dan/atau bahan lain 
yang melekat atau terkandung dalam emas perhiasan dimaksud. 

Emas Batangan adalah emas yang berbentuk batangan dengan kadar emas paling rendah

sebesar 99,99% (sembilan puluh sembilan koma sembilan persen) yang dibuktikan dengan

sertifikat, termasuk emas batangan yang catatan kepemilikan emasnya dilakukan secara
digital (elektronis). 



Definisi Umum
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Konsumen Akhir adalah pembeli barang dan/atau penerima jasa yang mengonsumsi secara

langsung barang dan/atau jasa yang dibeli atau diterima dan tidak menggunakan atau memanfaatkan

barang dan/atau jasa yang dibeli atau diterima dimaksud untuk kegiatan usaha.

Kegiatan usaha bulion (bullion) merupakan kegiatan usaha yang berkaitan dengan emas dalam

bentuk simpanan, pembiayaan, perdagangan, penitipan emas, dan/atau kegiatan lainnya yang 

dilakukan oleh Lembaga Jasa Keuangan.

Pengusaha kecil merupakan pengusaha yang selama 1 (satu) tahun buku melakukan penyerahan

Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dengan jumlah peredaran bruto dan/atau penerimaan

bruto tidak lebih dari Rp4.800.000.000,00.



Peraturan & Ketentuan Yang Terkait
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Undang-Undang Nomor 7 TAHUN 1983 Tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah

beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang

Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

Undang-Undang Nomor 8 TAHUN 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan 
Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan

Perpajakan.



Peraturan & Ketentuan Yang Terkait

www.pajak.go.id

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 197 Tahun 2023
Perubahan Peraturan Menteri Keuangan 68/PMK.03/2010 Tentang Batasan Pengusaha Kecil

Pajak PPN

Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan Dengan Pembayaran Atas Penyerahan 

Barang Dan Kegiatan Di Bidang Impor Atau Kegiatan Usaha Di Bidang Lain

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 51 Tahun 2025

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 
Penyesuaian Pengaturan Di Bidang Pajak Penghasilan stdd Peraturan Pemerintah 

Nomor 20 Tahun 2026

Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2022
Pajak Pertambahan Nilai Dibebaskan Dan Pajak Pertambahan Nilai Atau Pajak Pertambahan Nilai Dan 

Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Tidak Dipungut Atas Impor Dan/Atau Penyerahan Barang Kena 

Pajak Tertentu Dan/Atau Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu Dan/Atau Pemanfaatan Jasa Kena Pajak 

Tertentu Dari Luar Daerah Pabean



Peraturan & Ketentuan Yang Terkait
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Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48 Tahun 2023
Tentang Pajak Penghasilan dan/atau Pajak Pertambahan Nilai atas Penjualan/Penyerahan Emas Perhiasan, 

Emas Batangan, Perhiasan yang bahan Seluruhnya Bukan dari Emas, Batu Permata dan/atau Batu Lainnya

yang Sejenis, serta Jasa yang terkait dengan Emas Perhiasan, Emas Batangan, Perhiasan yang bahan

Seluruhnya Bukan dari Emas, dan/atau Batu Permata dan/atau Batu Lainnya yang Sejenis, yang Dilakukan

oleh Pabrikan Emas Perhiasan, Pedagang Emas Perhiasan, dan/atau Pengusaha Emas Batangan 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 52 Tahun 2025
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48 Tahun 2023 Tentang Pajak Penghasilan

dan/atau Pajak Pertambahan Nilai atas Penjualan/Penyerahan Emas Perhiasan, Emas Batangan, Perhiasan

yang Bahan Seluruhnya Bukan dari Emas, Batu Permata dan/atau Batu Lainnya yang Sejenis, serta Jasa yang 

terkait dengan Emas Perhiasan, Emas Batangan, Perhiasan yang Bahan Seluruhnya Bukan dari Emas, 

dan/atau Batu Permata dan/atau Batu Lainnya yang Sejenis, yang Dilakukan oleh Pabrikan Emas Perhiasan, 

Pedagang Emas Perhiasan, dan/atau Pengusaha Emas Batangan



Kewajiban
Pembukuan/Pencatatan

Bagian 2
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1. Semua Wajib Pajak Badan

2. Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan

kegiatan usaha atau pekerjaan bebas

Wajib Pembukuan:

Kewajiban Pembukuan/ Pencatatan

Ketentuan Umum

Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan

kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dengan

peredaran bruto hingga Rp4,8M per tahun dan 

memilih untuk menghitung penghasilan neto

menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan

Neto (NPPN)

Wajib Pencatatan:

Ketentuan Khusus

Dengan Syarat

menyampaikan pemberitahuan penggunaan

NPPN kepada DJP via CORETAX paling lambat

31 Maret tahun berkenaan.

Wajib Pajak baru terdaftar, pemberitahuan

penggunaan NPPN disampaikan paling lambat 3 

bulan sejak terdaftar atau akhir tahun, tergantung

mana yang lebih dulu.

Contoh Pemberitahuan Penggunaan NPPN
Klik Disini

Klik Disini
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Pembukuan Pencatatan

• memperhatikan iktikad baik dan 

mencerminkan keadaan atau kegiatan 

usaha yang sebenarnya.

• diselenggarakan di Indonesia dengan huruf 

Latin, angka Arab, mata uang Rupiah, dan 

dalam bahasa Indonesia/bahasa asing yang 

diizinkan oleh Menteri Keuangan.

• diselenggarakan dengan prinsip taat asas 

dan dengan stelsel akrual atau stelsel 

kas.

• sekurang-kurangnya terdiri atas catatan 

mengenai harta, kewajiban, modal, 

penghasilan dan biaya, serta penjualan 

dan pembelian.

• memperhatikan iktikad baik dan 

mencerminkan keadaan atau kegiatan 

usaha yang sebenarnya.

• diselenggarakan di Indonesia dengan huruf 

Latin, angka Arab, mata uang Rupiah, dan 

dalam bahasa Indonesia/bahasa asing yang 

diizinkan oleh Menteri Keuangan.

• jangka waktu 1 (satu) tahun kalender 

mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 

tanggal 31 Desember

• kronologis dan sistematis berdasarkan 

urutan tanggal diterimanya peredaran 

bruto dan/atau penghasilan bruto. 

Kewajiban Pembukuan/ Pencatatan



Kewajiban
Pemotongan/Pemungutan PPh
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dari

Penjualan Perhiasan yg

Bahan Seluruhnya Bukan

dari Emas, dan/atau Batu 

Permata/Sejenisnya

Tanpa SKB
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WP Peredaran Bruto Tertentu

Pemungutan PPh Pasal 22 
Atas Penjualan oleh Pedagang Emas

Contoh Pembuatan Bupot 22
Klik Disini

Klik Disini



Pemotongan PPh atas Penyerahan Jasa
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Objek Pajak Dasar Pengenaan Pajak Kewajiban Pemotongan

Jasa yang terkait: 

Emas Perhiasan, Emas Batangan, 

Perhiasan yg Bahan Seluruhnya

Bukan dari Emas, dan/atau Batu 

Permata/Sejenisnya.

Meliputi:

•Jasa modifikasi & perbaikan

•Jasa pelapisan & penyepuhan

•Jasa pembersihan

•Jasa lainnya yang sejenis

Imbalan Jasa: 

Imbalan sehubungan dengan jasa

terkait Emas Perhiasan, Emas

Batangan, Perhiasan yg Bahan

Seluruhnya Bukan dari Emas, 

dan/atau Batu Permata/Sejenisnya.

Komponen DPP: 

Seluruh imbalan berupa komisi atau

pembayaran sejenis lainnya dengan

nama dan dalam bentuk apa pun 

yang dibayarkan oleh pengguna jasa.

Wajib Memotong:

• PPh Pasal 21: Penerima WP OP Dalam
Negeri.

• PPh Pasal 23: Penerima WP Badan Dalam

Negeri/BUT.

Kecuali bagi WP yang memiliki:

• Surat Keterangan WP Peredaran Bruto

Tertentu
• SKB Pemotongan PPh

Contoh Pembuatan Bupot 21
Klik Disini

Klik Disini

Contoh Pembuatan Bupot 23
Klik Disini

Klik Disini



Imbalan Jasa Natura dan/atau Kenikmatan
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Ketentuan Pemotongan PPh Pengecualian PPh Pasal 22

Imbalan jasa terkait emas perhiasan, 

emas batangan, perhiasan yang bahan

seluruhnya bukan dari emas, dan/atau

batu permata dan/atau batu lainnya yang 

sejenis dalam bentuk natura/kenikmatan:

Pemotongan PPh Pasal 21 atau PPh Pasal

23 dilakukan sesuai ketentuan

perundang-undangan perpajakan.

Dalam hal natura dimaksud diberikan dalam

bentuk barang berupa:

• Emas Perhiasan

• Emas batangan

• Perhiasan bahan seluruhnya bukan emas

• Batu permata/batu lainnya sejenis

TIDAK DILAKUKAN PEMUNGUTAN PPh

PASAL 22



Terdapat kewajiban Pemungutan PPh Pasal

22 atas Pembelian Emas Batangan oleh 
Kegiatan Usaha Bulion pada layanan Bullion 

Trading.

Pemungutan PPh Pasal 22
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Objek Pajak Dasar Pengenaan Pajak Kewajiban Pemotongan

Jasa yang terkait: 

Emas Perhiasan, Emas Batangan, 

Perhiasan yg Bahan Seluruhnya

Bukan dari Emas, dan/atau Batu 

Permata/Sejenisnya.

Meliputi:

•Jasa modifikasi & perbaikan

•Jasa pelapisan & penyepuhan

•Jasa pembersihan

•Jasa lainnya yang sejenis

Imbalan Jasa: 

Imbalan sehubungan dengan jasa

terkait Emas Perhiasan, Emas

Batangan, Perhiasan yg Bahan

Seluruhnya Bukan dari Emas, 

dan/atau Batu Permata/Sejenisnya.

Komponen DPP: 

Seluruh imbalan berupa komisi atau

pembayaran sejenis lainnya dengan

nama dan dalam bentuk apa pun 

yang dibayarkan oleh pengguna jasa.

Wajib Memotong:

• PPh Pasal 21: Penerima WP OP Dalam
Negeri.

• PPh Pasal 23: Penerima WP Badan Dalam

Negeri/BUT.

Kecuali bagi WP yang memiliki:

• Surat Keterangan WP Peredaran Bruto

Tertentu
• SKB Pemotongan PPh

atas Pembelian Emas Batangan oleh Bulion

BULLION SERVICES

Penitipan Simpanan Pembiayaan Perdagangan

Titipan Emas
Korporasi

(Titipan emas yang 

tidak dapat
dimonetasi/allocated).

Deposito 
Emas

(Simpanan emas

nasabah yang dapat
dimonetisasi)

Pinjaman Modal 
Kerja

(Pinjaman dalam

bentuk emas dan 
bukan mata uang fiat)

Bullion 
Trading

(Perdagangan emas

fisik dalam bentuk
emas murni batangan)

Jasa Lainnya Vaulting Testing & Assaying Distribution



Pemungutan PPh Pasal 22
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Objek Pajak Dasar Pengenaan Pajak Kewajiban Pemotongan

Jasa yang terkait: 

Emas Perhiasan, Emas Batangan, 

Perhiasan yg Bahan Seluruhnya

Bukan dari Emas, dan/atau Batu 

Permata/Sejenisnya.

Meliputi:

•Jasa modifikasi & perbaikan

•Jasa pelapisan & penyepuhan

•Jasa pembersihan

•Jasa lainnya yang sejenis

Imbalan Jasa: 

Imbalan sehubungan dengan jasa

terkait Emas Perhiasan, Emas

Batangan, Perhiasan yg Bahan

Seluruhnya Bukan dari Emas, 

dan/atau Batu Permata/Sejenisnya.

Komponen DPP: 

Seluruh imbalan berupa komisi atau

pembayaran sejenis lainnya dengan

nama dan dalam bentuk apa pun 

yang dibayarkan oleh pengguna jasa.

Wajib Memotong:

• PPh Pasal 21: Penerima WP OP Dalam
Negeri.

• PPh Pasal 23: Penerima WP Badan Dalam

Negeri/BUT.

Kecuali bagi WP yang memiliki:

• Surat Keterangan WP Peredaran Bruto

Tertentu
• SKB Pemotongan PPh

atas Pembelian Emas Batangan oleh Bulion



Kewajiban PPh Bagi Pemungut/Pemotong PPh
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Objek Pajak Dasar Pengenaan Pajak Kewajiban Pemotongan

Jasa yang terkait: 

Emas Perhiasan, Emas Batangan, 

Perhiasan yg Bahan Seluruhnya

Bukan dari Emas, dan/atau Batu 

Permata/Sejenisnya.

Meliputi:

•Jasa modifikasi & perbaikan

•Jasa pelapisan & penyepuhan

•Jasa pembersihan

•Jasa lainnya yang sejenis

Imbalan Jasa: 

Imbalan sehubungan dengan jasa

terkait Emas Perhiasan, Emas

Batangan, Perhiasan yg Bahan

Seluruhnya Bukan dari Emas, 

dan/atau Batu Permata/Sejenisnya.

Komponen DPP: 

Seluruh imbalan berupa komisi atau

pembayaran sejenis lainnya dengan

nama dan dalam bentuk apa pun 

yang dibayarkan oleh pengguna jasa.

Wajib Memotong:

• PPh Pasal 21: Penerima WP OP Dalam
Negeri.

• PPh Pasal 23: Penerima WP Badan Dalam

Negeri/BUT.

Kecuali bagi WP yang memiliki:

• Surat Keterangan WP Peredaran Bruto

Tertentu
• SKB Pemotongan PPh



Kewajiban Pengukuhan sebagai
Pengusaha Kena Pajak

Bagian 4
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Pengukuhan sebagai Pengusaha Kena Pajak
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Objek Pajak Dasar Pengenaan Pajak Kewajiban Pemotongan

Jasa yang terkait: 

Emas Perhiasan, Emas Batangan, 

Perhiasan yg Bahan Seluruhnya

Bukan dari Emas, dan/atau Batu 

Permata/Sejenisnya.

Meliputi:

•Jasa modifikasi & perbaikan

•Jasa pelapisan & penyepuhan

•Jasa pembersihan

•Jasa lainnya yang sejenis

Imbalan Jasa: 

Imbalan sehubungan dengan jasa

terkait Emas Perhiasan, Emas

Batangan, Perhiasan yg Bahan

Seluruhnya Bukan dari Emas, 

dan/atau Batu Permata/Sejenisnya.

Komponen DPP: 

Seluruh imbalan berupa komisi atau

pembayaran sejenis lainnya dengan

nama dan dalam bentuk apa pun 

yang dibayarkan oleh pengguna jasa.

Wajib Memotong:

• PPh Pasal 21: Penerima WP OP Dalam
Negeri.

• PPh Pasal 23: Penerima WP Badan Dalam

Negeri/BUT.

Kecuali bagi WP yang memiliki:

• Surat Keterangan WP Peredaran Bruto

Tertentu
• SKB Pemotongan PPh
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Tempat Permohonan Pengukuhan
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Membuat faktur

pajak/dokumen

dipersamakan atas

setiap transaksi yang 

terutang PPN/PPnBM

Memungut

PPN/PPnBM

terutang untuk

setiap transaksi

Menyetorkan

PPN/PPnBM

terutang untuk

setiap transaksi

Melaporkan SPT 

Masa PPN untuk

setiap masa pajak

Wajib disetor paling 

lambat akhir bulan
berikutnya setelah Masa 
Pajak berakhir, sebelum

SPT Masa PPN dilaporkan

Wajib dilaporkan paling 

lambat pada akhir bulan
berikutnya setelah Masa 
Pajak berakhir

Kewajiban PKP



Kewajiban Pemungutan PPN

Bagian 5
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Pemungutan PPN atas Penjualan/Penyerahan

Emas Perhiasan
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Pemungutan PPN atas Penjualan/Penyerahan

Emas Perhiasan

Termasuk
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Pemungutan PPN atas Penjualan/Penyerahan Perhiasan
yang Bahan Seluruhnya Bukan dari Emas, dan/atau Batu Permata, dan/atau Batu Lainnya yang Sejenis

Contoh Pembuatan FP Besaran Tertentu
Klik Disini

Klik Disini
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Pemungutan PPN atas
Jasa yang terkait dengan emas perhiasan, emas Batangan, perhiasan yang bahan seluruhnya bukan dari

emas, dan/atau batu permata dan/atau batu lainnya yang sejenis

Wajib memungut PPN dengan besaran tertentu sebesar:

1,1% x Penggantian

Contoh Pembuatan FP Besaran Tertentu
Klik Disini

Klik Disini
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Pengkreditan Pajak Masukan atas Penyerahan yang Terutang

PPN dengan Besaran Tertentu

Pajak Masukan terkait penyerahan yang terutang PPN dengan Besaran tertentu - Tidak Dapat Dikreditkan
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Kesalahan Tarif Besaran Tertentu

atas Penyerahan Emas Perhiasan

Mengakibatkan PPN lebih kecil

dibandingkan PPN yang seharusnya, 

wajib melakukan penyesuaian:

• Pembetulan/Penggantian Faktur Pajak; 

dan/atau

• Pembetulan SPT Masa PPN – nilai Penyerahan

Dalam Negeri dengan FP yang digunggung.

Catatan: 
Apabila tidak dilakukan penyesuaian, 

maka DJP dapat melakukan penyesuaian

pada saat Pemeriksaan Pajak

Mengakibatkan PPN lebih besar

dibandingkan PPN yang seharusnya

• Pembetulan/Penggantian Faktur Pajak; 

dan/atau

• Pembetulan SPT Masa PPN – nilai

Penyerahan Dalam Negeri dengan FP yang 

digunggung.
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Pengenaan PPN Sebelum Dikukuhkan sebagai

Pengusaha Kena Pajak



Contoh Kasus Pemotongan dan 
Pemungutan PPh dan PPN

Bagian 6

32
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Contoh Kasus 1

Tuan B adalah Pedagang Emas, dan selama bulan Mei 2026 melakukan transaksi sebagai berikut:

• Penyerahan Emas Perhiasan yang kondisinya rusak/patah dengan total harga jual sebesar Rp200.000.000 dan Emas Batangan 
(memiliki sertifikat kadar emas 99,9%) dengan total harga jual sebesar Rp600.000.000 kepada PT. A yang merupakan Pabrikan

Emas Perhiasan, penyerahan tersebut dimaksudkan sebagai pengganti/penukar bahan baku Emas Perhiasan.
• Penyerahan Emas Perhiasan kepada Konsumen Akhir dengan harga jual sebesar: a. Rp700.000.000 yang atas perolehannya

Tuan B memiliki Faktur Pajak b. Rp400.000.000 yang atas perolehannya Tuan B tidak memiliki Faktur Pajak

Pemungutan PPh dan PPN oleh Tuan B:

• Atas penyerahan Emas Perhiasan sebesar Rp200.000.000: 

a. PPh 22 sebesar 0,25% x Rp200.000.000 = Rp500.000 
b. PPN dengan besaran tertentu sebesar 0% (penyerahan kepada Pabrikan Emas Perhiasan)

• Atas penyerahan Emas Batangan sebesar Rp600.000.000: 

a. PPh 22 sebesar 0,25% x Rp600.000.000 = Rp1.500.000 
b. Fasilitas PPN tidak dipungut

• Atas Penyerahan Emas Perhiasan sebesar Rp700.000.000 
a. Tidak dipungut PPh 22 (Penjualan kepada konsumen akhir) 
b. PPN dengan besaran tertentu sebesar 1,1% x Rp700.000.000 = Rp7.700.000

• Atas Penyerahan Emas Perhiasan sebesar Rp400.000.000 
a. Tidak dipungut PPh 22 (Penjualan kepada konsumen akhir) 

b. PPN dengan besaran tertentu sebesar 1,65% x Rp400.000.000 = Rp6.600.000
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Contoh Kasus 2

PT K merupakan Pedagang Emas Perhiasan yang juga melakukan penyerahan jasa yang terkait dengan Emas

Perhiasan. PT K telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak. PT K tidak memiliki Surat Keterangan WP PBT 

dan SKB PPh Pasal 23. Dalam Masa Pajak Mei 2026, PT K melakukan penyerahan:

1. Jasa Perbaikan Emas Perhiasan kepada CV L dengan total nilai penggantian Rp35.000.000, yang terdiri dari:

2. Penyerahan jasa modifikasi Emas Perhiasan kepada PT M. Dalam perjanjian PT M akan menyerahkan 50 gram Emas
Perhiasan dengan kadar 18 karat kepada PT K untuk dimodifikasi menjadi 40 gram Emas Perhiasan dengan kadar 18 karat. 

Sebagai imbalannya, PT K memperoleh selisih berat 10 gram Emas Perhiasan dengan kadar 18 karat dengan nilai pasar 
sebesar Rp4.500.000

a. dalam bentuk uang tunai sebesar Rp10.000.000 dan 

b. dalam bentuk emas batangan dengan nilai pasar sebesar Rp25.000.000

1. Atas imbalan jasa perbaikan Emas Perhiasan yang dibayar oleh CV L kepada PT K, CV L: 

a. Wajib memotong PPh Pasal 23 sebesar 2% x Rp35.000.000 = Rp700.000 
b. Tidak melakukan pemungutan PPh Pasal 22 atas penyerahan emas batangan yang merupakan bagian dari imbalan jasa yang 

diterima PT K sehubungan jasa perbaikan yang diserahkan

c. Menerbitkan Faktur Pajak dengan fasilitas PPN tidak dipungut atas penyerahan emas Batangan senilai Rp25.000.000
2. Atas penyerahan jasa perbaikan Emas Perhiasan oleh PT K kepada CV L, PT K wajib memungut PPN dengan besaran tertentu

sebesar 1,1% x Rp35.000.000 = Rp495.000
3. Atas imbalan jasa modifikasi Emas Perhiasan yang dibayar PT M kepada PT K, PT M: 

a. Wajib memotong PPh Pasal 23 sebesar 2% x Rp4.500.000 = Rp90.000 

b. Tidak melakukan pemungutan PPh Pasal 22 atas penyerahan Emas Perhiasan yang merupakan bagian dari imbalan jasa yang 
diterima PT K sehubungan jasa modifikasi yang diserahkan
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Contoh Kasus 3

PT Gadai merupakan LJK penyelenggara kegiatan usaha bullion. PT Gadai telah dikukuhkan sebagai Pengusaha

Kena Pajak. Dalam Masa Pajak Mei 2026, PT Gadai melakukan transaksi:

1. Pembelian emas batangan bersertifikat kadar emas 99,9% kepada PT Antim dengan harga beli sebesar

Rp3.500.000.000, PT Antim adalah BUMN yang bergerak dalam usaha produsen emas Batangan.

2. Penjualan emas batangan bersertifikat kadar emas 99,9% kepada konsumen akhir dengan harga jual sebesar

Rp45.000.000. Penjualan kepada konsumen akhir dilakukan secara online melalui platform digital yang terdaftar

di Bappebti. 

Pemungutan dan Ketentuan Pajak:

1. Atas pembelian emas Batangan kepada PT Antim, PT Gadai:

a. Wajib memungut PPh Pasal 22 sebesar 0,25% x Rp3.500.000.000 = Rp8.750.000.

2. Atas penyerahan emas Batangan kepada PT Gadai, PT Antim:
a. Tidak memungut PPh Pasal 22 karena dikecualikan pemungutan kepada LJK Bulion.
b. Menerbitkan Faktur Pajak dengan fasilitas PPN tidak dipungut.

3. Atas penjualan emas Batangan kepada konsumen akhir:

a. Tidak dipungut PPh 22.
b. Fasilitas PPN tidak dipungut.



Cara Pemberitahuan Penggunaan Norma 

Penghitungan Penghasilan Neto

Bagian 7

36



Jl. Gatot Subroto Kav. 40-42 Jakarta

Pilih :

• Modul Layanan WP [1]

• Pilih Menu Buat Permohonan Layanan Administrasi [2]

1

www.pajak.go.id

0012345678910000 
INSTANSI PEMERIN

Pemberitahuan Penggunaan NPPN

2

2



Pilih :
• Jenis Pelayanan Wajib Pajak AS.04 Pemberitahuan

Penggunaan NPPN dan Pembukuan Stelsel Kas [1]

• Pilih Kategori Sub Layanan AS.04-01 LA.04-01 
Pemberitahuan Penggunaan Norma Penghitungan

Penghasilan Neto (NPPN) [2] kemudian klik Lanjut

www.pajak.go.id

0012345678910000 
INSTANSI PEMERIN

Pemberitahuan Penggunaan NPPN

1

2



Pilih Alur Kasus

www.pajak.go.id

0012345678910000 
INSTANSI PEMERIN

Pemberitahuan Penggunaan NPPN

Jika tampilan blank/putih, tunggu sejenak

hingga formulir tertampil seluruhnya



Pilih Alur Kasus

www.pajak.go.id

0012345678910000 
INSTANSI PEMERIN

Pemberitahuan Penggunaan NPPN

1

2

3

4

• Isi Tahun Pajak Penggunaan NPPN [1]

• Isi Peredaran Bruto tahun pajak sebelumnya atas kegiatan

usaha/pekerjaan bebas baik yang final maupun tidak final.  

Bagi WP baru: isi dengan perkiraan peredaran bruto [2]

• Isi Kota/Kabupaten lokasi usaha/pekerjaan bebas Penggunaan

NPPN [3]

• Centang Pernyataan Wajib Pajak [4]
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0012345678910000 
INSTANSI PEMERIN

Pemberitahuan Penggunaan NPPN

1

2

3

• Gulir/scroll ke bawah, lalu klik  Simpan [1]

• Pada status kepatuhan Wajib Pajak, pastikan telah tercentang

otomatis [2]

• Jika tidak, klik Refresh Pemenuhan Kewajiban Perpajakan [3]



www.pajak.go.id

0012345678910000 
INSTANSI PEMERIN

Pemberitahuan Penggunaan NPPN

1

• Gulir/scroll ke bawah, lalu klik Create PDF [1]
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Pemberitahuan Penggunaan NPPN

1

2

• Isi Formulir Dokumen, yakni cukup pilih Klasifikasi, 

misalnya Biasa [1]

• Lalu Klik Simpan [2]
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Pemberitahuan Penggunaan NPPN

1

2

• Isi Formulir Dokumen, yakni cukup pilih Klasifikasi, misalnya 

Biasa [1]

• Lalu Klik Simpan [2]
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Pemberitahuan Penggunaan NPPN

1

• Klik Sign [1]

• Lakukan Tanda Tangan Elektronik.
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Pemberitahuan Penggunaan NPPN

1

• Jika TTE berhasil maka akan muncul Notifikasi Sukses [1]

• Klik Kirim [2]

2



Contoh Pembuatan Bukti Potong/Pungut & 

Faktur Pajak di Coretax

Bagian 8

47



Kondisi: ​

PT A yang merupakan pabrikan emas, menjual emas perhiasan kepada PT B yang merupakan toko

perhiasan dengan harga jual sebesar Rp.250.000.000, atas transaksi tersebut :

• Dipungut PPh Pasal 22 dengan tarif 0,25% sehingga PPh Pasal 22 = 0,25% x Rp250.000.000 = 

Rp625.000

Instruksi: ​

Buatlah Bukti Pemungutan Pajak-nya.

Ketentuan Pemungutan:

• PT B perlu memberitahukan NPWP 16 digit kepada PT A untuk pembuatan bukti pungut

• PT B tidak memiliki SKB PPh Pasal 22 dan tidak termasuk WP dengan Peredaran Bruto Tertentu (PBT)

www.pajak.go.id

Contoh Pembuatan Bukti Pungut PPh Pasal 22



Jl. Gatot Subroto Kav. 40-42 Jakarta

Pilih :

• Modul eBupot [1]

• Pilih Menu BPPU [2] untuk membuat Bukti Pemotongan Unifikasi

1

www.pajak.go.id

0012345678910000 
INSTANSI PEMERIN

Pembuatan Bukti Pungut PPh Pasal 22

2



• Sistem menampilkan daftar Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi dengan status “Belum Terbit”

• Klik Create eBUPOT BPU [3] untuk membuat Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi

3

www.pajak.go.id

Pembuatan Bukti Pungut PPh Pasal 22
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Pembuatan Bukti Pungut PPh Pasal 22

0123456789123456  PT. A

Pilih Periode Bukti Pemungutan [4]

4



• Masukkan NPWP16/NIK lawan transaksi

• Nama akan otomatis terisi

• Masukkan NITKU lawan transaksi

5

www.pajak.go.id

Pembuatan Bukti Pungut PPh Pasal 22



• Pilih jenis fasilitas sesuai dengan dokumen yang 

disampaikan oleh lawan transaksi

• Dalam contoh kali ini, pilih “Tanpa Fasilitas”

6

www.pajak.go.id

Pembuatan Bukti Pungut PPh Pasal 22



Pilih jenis transaksi: Penjualan Emas Perhiasan di Dalam Negeri oleh 

Pengusaha Emas Perhiasan dan/atau Emas Batangan

7

www.pajak.go.id

Pembuatan Bukti Pungut PPh Pasal 22



• Jenis Pajak, Kode Objek Pajak, dan Status Penghasilan otomatis terisi
• Masukkan Dasar Pengenaan Pajak sesuai contoh: 250.000.000

• Tarif Pajak dan Besar PPh dipungut otomatis terisi

8

www.pajak.go.id

Pembuatan Bukti Pungut PPh Pasal 22



Pilih Jenis Dokumen Transaksi kemudian lengkapi Nomor

Dokumen dan Tanggal Dokumen sesuai kondisi yang 
sebenarnya

9

www.pajak.go.id

Pembuatan Bukti Pungut PPh Pasal 22



Pilih NITKU yang melakukan Pemotongan

www.pajak.go.id

Pembuatan Bukti Pungut PPh Pasal 22

10



Simpan Konsep untuk menyimpan Bukti Pemungutan. Status Bukti Pungut masih belum tersubmit: “Saved Invalid”

Submit untuk mengirimkan Bukti Pemotongan. Status Bukti Pungut tersubmit: “Submitted”

www.pajak.go.id

Pembuatan Bukti Pungut PPh Pasal 22

11

12



Bukti pungut yang sudah tersubmit atau tersimpan draftnya (Disimpan Tidak Valid), akan muncul dalam kolom BPPU “belum
terbit”. Pada posisi ini, bukti pungut statusnya belum ditandatangani. 

www.pajak.go.id

Pembuatan Bukti Pungut PPh Pasal 22
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Klik centang

untuk memilih

bukti

pemotongan

Klik icon 

dokumen (view) 

untuk melihat

isi bukti

pemotongan

Klik icon pensil (edit) 

untuk mengubah isi

bukti pemotongan

Pembuatan Bukti Pungut PPh Pasal 22

Klik tombol

Hapus untuk

menghapus

bukti

pemotongan

yang telah

dicentang
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[18] Centang data bukti pemotongan yang akan

diposting/issue

[19] Klik tombol Terbitkan untuk memposting bukti

pemotongan yang telah dicentang ke draft SPT

18

19

Pembuatan Bukti Pungut PPh Pasal 22
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Setelah klik Issue untuk melakukan posting, maka Coretax akan

meminta tanda tangan dokumen, isikan:

[20] Penyedia Penandatangan, misal: DGT Digital Certificate

[21] ID Penandatangan, misal: 3217122601770007

[22] Kata Sandi Penandatangan, kemudian

[23] Kllik tombol “Konfirmasi Tanda Tangan” untuk

menyelesaikan proses penandatanganan dokumen

21

20

22

23

Pembuatan Bukti Pungut PPh Pasal 22
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Data bukti pemungutan yang berhasil diposting akan

berpindah dari daftar EBUPOT BPPU pada menu Belum Terbit

ke menu Telah Terbit

Pembuatan Bukti Pungut PPh Pasal 22



Kondisi: ​

PT A yang merupakan Pengusaha Pedagang Emas memberikan imbalan kepada Tuan B terkait jasa modifikasi emas
perhiasan sebesar Rp10.000.000, atas transaksi tersebut PT A wajib memotong:

• PPh Pasal 21 dengan tarif 2 % sehingga PPh Pasal 23 = 50% x  5% x Rp10.000.000 = Rp250.000

Instruksi: ​
Buat Bukti Pemotongan Pajaknya

Ketentuan Pengisian:

• Tuan B perlu memberitahukan NIK/NPWP 16 digit kepada PT A untuk pembuatan bukti potong
• Tuan B tidak memiliki SKB PPh Pasal 21 dan tidak termasuk WP dengan Peredaran Bruto Tertentu (PBT)

www.pajak.go.id

Contoh Pembuatan Bukti Potong PPh Pasal 21



Modul eBupot terdiri atas:

• BPPU : Bukti Potong Pajak Unifikasi

• BPNR : Bukti Potong Non Residen

• Bukti Potong Penyetoran Sendiri

• Bukti Pemotongan Secara Digunggung

• Bukti Pemotongan Final dan Tidak Final Selain Pegawai Tetap (BP21)

• Bukti Pemotongan PPh Pasal 26 Bagi Wajib Pajak Luar Negeri (BP26)

• Bukti Pemotongan Masa Pajak Desember/ Masa Pajak Terakhir A1 (BPA1)

• Bukti Pemotongan Masa Pajak Desember/ Masa Pajak Terakhir A2 (BPA2)

• Bukti Pemotongan Bulanan Pegawai Tetap dengan TER

• Unggah Dokumen yang dipersamakan dengan Bukti Pemotongan/ 

Pemungutan

1

2

Untuk membuat Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 bagi selain pegawai tetap:

[1] Pilih Modul eBupot

[2] Pilih menu BP 21 –Bukti Pemotongan Selain Pegawai Tetap

www.pajak.go.id

Pembuatan Bukti Pemotongan PPh Pasal 21
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3

4

Untuk membuat Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 bagi selain pegawai tetap:

[3] Pilih menu BP 21 - Bukti Pemotongan Selain Pegawai Tetap Belum Terbit

[4] Klik tombol + Create eBupot BP21

Pada halaman ini akan ditampilkan daftar bukti potong yang sudah pernah dibuat

oleh Instansi Pemerintah, meliputi bukti pemotongan yang:

• Belum Terbit: bukti potong sudah dibuat tapi belum di-posting (klik Terbitkan)

• Telah Terbit: bukti potong sudah dibuat dan sudah di-posting (klik Terbitkan)

• Tidak Valid: bukti potong yang tidak valid

Pembuatan Bukti Pemotongan PPh Pasal 21
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Akan muncul formulir isian EBUPOT BP21. Pada bagian Informasi Umum, isikan:

[5] Masa Pajak, misal: Mei 2026

[6] Nomor Identitas WP (NPWP 16 digit atau NIK selain pegawai tetap, misal: 

3175056204370001) Apabila data yang diisikan valid, maka kolom Nama akan

otomatis terisi

[7] Nomor Identitas Tempat Kegiatan Usaha atau NITKU induk/cabang penerima

penghasilan

5

6

Pembuatan Bukti Pemotongan PPh Pasal 21

7
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8

Pada bagian Pajak Penghasilan (Rp), isikan:

[8] Status PTKP penerima penghasilan, misal: TK/0

[9] Fasilitas Pajak yang Dimiliki oleh Penerima Penghasilan, misal: Tanpa

Fasilitas

[10] Nama Objek Pajak, misal: Imbalan kepada Pemberi Jasa dalam Segala

Bidang. Setelah kolom Nama Objek Pajak ini diisi, maka kolom Jenis

Pajak, Kode Objek Pajak, Status Pajak Penghasilan, dan Kode Objek Pajak

akan otomatis terisi

[11] Penghasilan Bruto (Rp) yang dibayarkan kepada penerima penghasilan, 

misal 10.000.000

9

10

11

Pembuatan Bukti Pemotongan PPh Pasal 21
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Pada bagian Dokumen referensi yang dijadikan sebagai dasar

pembayaran kepada penerima penghasilan, isikan:

[12] Jenis dokumen, misal: Bukti Pembayaran

[13] Nomor dokumen, misal: 12345

[14] Tanggal dokumen yang dijadikan referensi pembayaran, misal: 14-

05-2026

[15] NITKU cabang/induk yang melakukan pemotongan

[16] Simpan Konsep untuk menyimpan sementara draft yang telah

dibuat, atau

[17] Submit (kirim) untuk menyelesaikan proses pembuatan dan 

mengirim bukti pemotongan atas pegawai tetap dimaksud

13

15

12

14

1617

Pembuatan Bukti Pemotongan PPh Pasal 21



Muncul notifikasi “Save data Successfully”. Data bukti pemotongan selain pegawai tetap

yang berhasil direkam akan muncul dalam daftar EBUPOT BP21 pada menu Belum Terbit

www.pajak.go.id

Pembuatan Bukti Pemotongan PPh Pasal 21
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Klik centang

untuk memilih

bukti

pemotongan

Klik icon 

dokumen (view) 

untuk melihat

isi bukti

pemotongan

Klik icon pensil (edit) 

untuk mengubah isi

bukti pemotongan

Pembuatan Bukti Pemotongan PPh Pasal 21

Klik tombol

Hapus untuk

menghapus

bukti

pemotongan

yang telah

dicentang
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[18] Centang data bukti pemotongan yang akan

diposting/issue

[19] Klik tombol Terbitkan untuk memposting bukti

pemotongan yang telah dicentang ke draft SPT

18

19

Pembuatan Bukti Pemotongan PPh Pasal 21
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Setelah klik Terbitkan untuk melakukan posting, maka Coretax 

akan meminta tanda tangan dokumen, isikan:

[20] Penyedia Penandatangan, misal: DGT Digital Certificate

[21] ID Penandatangan, misal: 137109481280007

[22] Kata Sandi Penandatangan, kemudian

[23] Kllik tombol “Konfirmasi Tanda Tangan” untuk

menyelesaikan proses penandatanganan dokumen

21

20

22

23

Pembuatan Bukti Pemotongan PPh Pasal 21
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Data bukti pemotongan selain pegawai tetap yang berhasil

diposting akan berpindah dari daftar EBUPOT BP21 pada menu 

Belum Terbit ke menu Telah Terbit

Pembuatan Bukti Pemotongan PPh Pasal 21



Kondisi: ​

PT B yang merupakan Pengusaha Pedagang Emas memberikan imbalan kepada PT C terkait jasa perbaikan emas
perhiasan sebesar Rp200.000.000, atas transaksi tersebut PT B wajib memotong:

• PPh Pasal 23 dengan tarif 2 % sehingga PPh Pasal 23 = 2% x Rp200.000.000 = Rp4.000.000

Instruksi: ​
Buat Bukti Pemotongan Pajaknya

Ketentuan Pengisian:

• PT C perlu memberitahukan NPWP 16 digit kepada PT B untuk pembuatan bukti potong
• PT C tidak memiliki SKB PPh Pasal 23 dan tidak termasuk WP dengan Peredaran Bruto Tertentu (PBT)

www.pajak.go.id

Contoh Pembuatan Bukti Potong PPh Pasal 23
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Jl. Gatot Subroto Kav. 40-42 Jakarta

Pilih :

• Modul eBupot [1]

• Pilih Menu BPPU [2] untuk membuat Bukti Pemotongan Unifikasi

1

0012345678910000 INSTANSI PEMERINTAH XYZ

Pembuatan Bukti Potong PPh Pasal 23

2

PT B
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• Sistem menampilkan daftar Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi dengan status “Belum Terbit”

• Klik Create eBUPOT BPU [3] untuk membuat Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi

3

Pembuatan Bukti Potong PPh Pasal 23
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0123456789123456  PT. A

Pilih Periode Bukti Pemotongan [4]

4

Pembuatan Bukti Potong PPh Pasal 23



• Masukkan NPWP16/NIK lawan transaksi

• Nama akan otomatis terisi

• Masukkan NITKU lawan transaksi

5

www.pajak.go.id

PT C

Pembuatan Bukti Potong PPh Pasal 23



• Pilih jenis fasilitas sesuai dengan dokumen yang 

disampaikan oleh lawan transaksi

• Dalam contoh kali ini, pilih “Tanpa Fasilitas”

6

www.pajak.go.id

Pembuatan Bukti Potong PPh Pasal 23



Pilih jenis transaksi: Jasa yang Terkait dengan Emas Perhiasan7

www.pajak.go.id

Pembuatan Bukti Potong PPh Pasal 23



• Jenis Pajak, Kode Objek Pajak, dan Status Penghasilan otomatis terisi

• Masukkan Dasar Pengenaan Pajak sesuai contoh: 200.000.000

• Tarif Pajak dan Besar PPh dipotong otomatis terisi

8

www.pajak.go.id

Pembuatan Bukti Potong PPh Pasal 23



Pilih Jenis Dokumen Transaksi kemudian lengkapi Nomor

Dokumen dan Tanggal Dokumen sesuai kondisi yang 
sebenarnya

9
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Pembuatan Bukti Potong PPh Pasal 23



Pilih NITKU yang melakukan Pemotongan

www.pajak.go.id

10

Pembuatan Bukti Potong PPh Pasal 23



Simpan Konsep untuk menyimpan Bukti Pemotongan. Status Bukti Potong masih belum tersubmit

Submit untuk mengirimkan Bukti Pemotongan. Status Bukti Potong tersubmit

www.pajak.go.id

11

12

Pembuatan Bukti Potong PPh Pasal 23



Bukti potong yang sudah tersubmit atau tersimpan draftnya (Disimpan Tidak Valid), akan muncul dalam kolom BPPU “belum
terbit”. Pada posisi ini, bukti pungut statusnya belum ditandatangani. 
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PT B

Pembuatan Bukti Potong PPh Pasal 23
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Klik centang

untuk memilih

bukti

pemotongan

Klik icon 

dokumen (view) 

untuk melihat

isi bukti

pemotongan

Klik icon pensil (edit) 

untuk mengubah isi

bukti pemotongan

Klik tombol

Hapus untuk

menghapus

bukti

pemotongan

yang telah

dicentang

Pembuatan Bukti Potong PPh Pasal 23
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[18] Centang data bukti pemotongan yang akan

diterbitkan

[19] Klik tombol Terbitkan untuk memposting bukti

pemotongan yang telah dicentang ke draft SPT

18

19

Pembuatan Bukti Potong PPh Pasal 23
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Setelah klik Terbitkan untuk melakukan posting, maka Coretax 

akan meminta tanda tangan dokumen, isikan:

[20] Penyedia Penandatangan, misal: DGT Digital Certificate

[21] ID Penandatangan, misal: 3217122601770007

[22] Kata Sandi Penandatangan, kemudian

[23] Kllik tombol “Konfirmasi Tanda Tangan” untuk

menyelesaikan proses penandatanganan dokumen

21

20

22

23

Pembuatan Bukti Potong PPh Pasal 23
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Data bukti pemotongan yang berhasil diposting akan

berpindah dari daftar EBUPOT BPPU pada menu Belum Terbit

ke menu Telah Terbit

Pembuatan Bukti Potong PPh Pasal 23



Kondisi: ​

PT A yang merupakan pabrikan emas, menjual batu pemata Ruby Afrika 2 karat kepada PT B yang merupakan toko
perhiasan dengan harga jual sebesar Rp30.000.000, atas transaksi tersebut :

• Dipungut PPN dengan besaran tertentu 1,1% dari harga jual sehingga PPN= 1,1% x Rp30.000.000 = Rp330.000

Instruksi: ​
Buatlah Faktur Pajak-nya.

Tambahan Informasi:

• PT B perlu memberitahukan NPWP 16 digit kepada PT A untuk pembuatan bukti potong
• PT B tidak memiliki SKB PPN

www.pajak.go.id

Contoh Pembuatan Faktur Pajak dengan Besaran Tertentu
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Jl. Gatot Subroto Kav. 40-42 Jakarta

Pilih :

• Modul e-Faktur [1]

1

Faktur Pajak dengan PPN Besaran Tertentu
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Isi Dokumen Transaksi:

• Centang Uang Muka/Pelunasan jika transaksi pembayaran Uang 

Muka/Pelunasan, jika bukan maka biarkan kosong [2]

• Pilih Kode Transaksi 05 – Besaran Tertentu [3]

• Isi tanggal faktur [4]

• Pilih Nomor Identitas Tempat Kegiatan Usaha [5]

2

Faktur Pajak dengan PPN Besaran Tertentu

3

4

5
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Isi detail Informasi Pembeli:

• Pilih jenis dokumen identitas, jika menggunakan NPWP pilih

Nomor Identitas WP [6] 

• Isi Nomor Identitas WP [7], jika valid maka Nama & Alamat akan

otomatis terisi

• Pilih Nomor Identitas Tempat Kegiatan Usaha (IDTKU) [8]

6

Faktur Pajak dengan PPN Besaran Tertentu

8

7
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Isi Detail Transaksi:

• Pilih Tambah Transaksi [9]

Faktur Pajak dengan PPN Besaran Tertentu

9



www.pajak.go.id

Isi detail transaksi Barang/Jasa:

• Pilih Barang atau Jasa [10]

• Pilih Kode Barang/Jasa [11]

• Isi Nama Barang/Jasa [12]

• Pilih Jenis Satuan [13]

• Isi Harga Satuan [14]

• Isi Kuantitas Barang/Jasa [15]

• Isi Potongan Harga (jika ada) [16]

• Biarkan kosong pilihan DPP Nilai 

Lain/DPP [17]

• Isi secara manual jumlah PPN 

Besaran Tertentu [18]

• Pilih Simpan [19]

Faktur Pajak dengan PPN Besaran Tertentu
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• Gunakan tombol Aksi untuk mereview kembali atau hapus Detail 

Transaksi [20] 

• Pilih Simpan Konsep untuk menyimpan Faktur Pajak [21]

• Pilih Upload Faktur untuk menerbitkan Faktur Pajak [22]

Faktur Pajak dengan PPN Besaran Tertentu
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• Isi Passphrase Kode Otorisasi DJP/Tanda Tangan Elektronik [23] 

• Pilih Simpan [24]

• Pilih Konfirmasi Tanda Tangan untuk melakukan

penandatanganan elektronik [25]

Faktur Pajak dengan PPN Besaran Tertentu
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Video Panduan 

Salindia (Slide)
www.pajak.go.id/id/lapor-tahunan

Youtube @DitjenPajakRI

Link Materi Edukasi

www.pajak.go.id

Pindai di Sini

Pindai di Sini

SPT Tahunan PPh pada Coretax

Simulator Terpandu
spt-simulasi.pajak.go.id

Pindai di Sini
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